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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam
tentang Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab
pertanyaan: bagaimana konsep eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? dan bagaimana analisis
hukum Islam terhadap konsep cksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Penelitian ini merupakan penelitian literatur maka data dihimpun
menggunakan metode studi pustaka (bibliographie reseacrh), kemudian dianalisis
dengan pola deskriptif dengan menggunakan logika atau alur berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa eksploitasi ekonomi anak
secara khusus adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memeras atau mengambil
manfaat (jasa atau kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai
ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Faktor
yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi ekonomi anak adalah keadaan fisik anak
yang rawan eksploitasi ekonomi dan faktor permintaan pasar yang tinggi, juga
lemahnya aparat dan penegak hukum. Pokok pikiran diberlakukannya larangan
eksploitasi ekonomi anak Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar
anak. Kontribusi yang diberikan undang-undang berupa ketentuan tentang
penanggulangan masalah eksploitasi ckonomi anak dan juga perlindungan anak dari
eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Prinsip perlindungan Anak dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar dapat
hidup, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam tentang
perlindungan hak anak yang didasarkan atas al-Quran surat al-Isra’ ayat 31 dan al-
Quran surat al-Anfal ayat 27. Relevansi hukum dilarangnya eksploitasi ekonomi
anak dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai
dengan konsep maslahah mursalah yang menggunakan prinsip mas/ahah daruriyah
yaitu membahayakan jiwa anak .di bawah umur, dan membahayakan keturunan.
Maka tindakan eksploitasi ekonomi kepada anak juga dilarang menurut hukum
Islam.

Orang tua dan masyarakat dalam mengemban kewajiban memelihara dan
mendidik anak hendaknya tidak membiarkan berada dalam situasi berbahaya dengan
memasukkan anak dalam dunia industri atau dunia kerja karena dunia kerja bagi
anak merupakan praktik serupa eksploitasi ekonomi anak. Pemerintah hendaknya
lebih banyak memberikan fasilitas, sarana prasarana untuk mencegah terjadinya
eskploitasi ekonomi anak atau praktik-praktik serupa eksploitasi ekonomi anak
dengan membuka banyak tempat pendidikan dan pelatihan kerja untuk anak,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada setiap
orang tua. Anak merupakan penerus keturunan dan penerus bangsa sehingga
beban berat dirasakan oleh setiap orang tua tersebut karena di pundak orang tua
dibebankan kewajiban merawat, memelihara dan mensejahterakan anak untuk
kemajuan bangsa. Decwasa ini, anak di bawah umur yang seharusnya dalam
mengisi waktu sehari-hari mendapatkan pendidikan yang layak harus berhadapan
dengan kerasnya dunia kerja yaitu terdapatnya para buruh pada dunia usaha yang
terdiri dari anak-anak di bawah umur yang mengakibatkan banyak anak-anak di
bawah umur yang bekerja paruh waktu memberikan jasa di tempat-tempat umum
seperti terminal, stasiun dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat
membahayakan keselamatan jiwa anak-anak tersebut.

Banyak terlihat anak-anak di bawah umur bekerja sebagai tukang semir
sepatu, pengamen, tukang parkir, dan penjual koran. Bahkan di beberapa kota-
kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang,
banyak sekali anak-anak yang scharusnya bersekolah di sekolah dasar dan

lanjutan, terpaksa mercka berada di jalanan.



Istilah pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di
bawah umur. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian atas
tenaga mereka, dengan gaji yang kecil berbahaya terhadap perkembangan
kepn’badian; keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan mereka.! Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa
setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga anak berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi dari siapapun.
Apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana dan apabila perlakuan tersebut datang
dari orang tua atau wali maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.?

Disebutkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang
Ketenagakerjaan bahwa anak-anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha atau
badan usaha sejenis dengan syarat ada izin tertulis dari orang tua atau wali,
adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, kerja
maksimum 3 (tiga) jam per hari, dilakukan pada siang hari dan tidak
mengganggu waktu sekolah, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya
hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan anak juga diperbolehkan bekerja pada usaha keluarganya.’

Melihat dari ketentuan-ketentuan diatas, yang masih membuka peluang

anak untuk bekerja dengan izin orang tua dan sangat dimungkinkan terjadinya

! htipid. wikipedia.orgwikiPekerja_snak.htm, 23 Mei 2008
2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13
3 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69



eksploitasi ekonomi kepada anak di bawah umur oleh pihak-pihak tertentu. Dan
juga prinsip-prinsip diperbolehkannya anak di bawah umur bekerja dalam usaha
keluarga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak karena dengan anak bekerja maka memiliki konotasi
pemanfaatan atas tenaga anak adalah tindakan eksploitasi ekonomi anak.

Calo-calo kadang-kadang dengan bantuan Kepala Desa, membujuk orang
tua calon buruh migran untuk menyetujui mengirim anak-anak mereka bekerja ke
luar negeri. Kemi;kinan menjadi faktor pendorong yang mendasar. Anak-anak
perempuan berusia 13-16 pergi ke luar negeri dengan paspor yang menyatakan
bahwa umur mereka 20-25 tahun dalam rangka memenuhi kewajiban minimum
umur. Untuk meyakinkan keamanan di kemudian hari, calo-calo sering kali
memberi para orang tua dari anak-anak perempuan yang akan .dipekerjakan
sejumlah uang, sekitar Rp 75.000-100.000 yang dianggap sebagai angsuran
pertama dari gaji anak-anak mereka. Calo-calo dari Malaysia mengambil anak-
anak perempuan tersebut secara terbuka seharga 800-1500 RM (200-400 USS$ per
orang).4

Nilai tersebut jika dirupiahkan mempunyai nilai sekitar Rp. 1.957.400,00-
Rp. 3.914.800,00 dengan rincian Rp. 9.787,00 per 1 US$/USD.’ Berikut adalah

bentuk-bentuk perdagangan anak yang kemudian anak yang diperdagangkan

4 Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) dan
Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, Buruh Migran Indonesia: Penyiksaan Sistematis di Dalam
dan Luar Negeri Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia, h. 38

3 http:/'www.my-indonesia.info/page. php?ic=141 tanggal 23 Oktober 2008 Pukul 12.33



dipekerjakan dalam berbagai macam bentuk pekerjaan, diantaranya perdagangan
anak untuk dipekerjakan di Jermal (lepas pantai), perdagangan anak untuk
dipekerjakan sebagai pekerja domestik, perdagangan anak untuk dipekerjakan
sebagai pengemis, perdagangan anak untuk peredaran narkoba, perdagangan anak
sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya,
perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks, perdagangan anak perempuan
sebagai komsumsi pedofil, perdagangan perempuan (cukup umur dan di bawah
umur) dalam bentuk ‘perkawinan frans-nasional, dan adopsi palsu untuk
kepentingan yang tidak jelas,’

Melihat masalah di atas bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak melarang adanya eksploitasi anak dengan bentuk
apapun terutama eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonom£ anak di bawah
umur secara penuh, Larangan eksploitasi anak tersebut apabila dilanggar akan
dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)’

Jadi dalam persoalan diatas terdapat dua hal penting yang saling
berkaitan yaitu tentang eksploitasi ekonomi dan mempekerjakan anak di bawah
umur. Penulis melakukan penelitian secara pustaka tentang eksploitasi ekonomi

anak sebagai tindakan preventif terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak-anak

® Komnas Perempuan, Pefa Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Publikasi Komnas
Perempuan, h. 137

7 UU RI No. 23 Tahun 2002 fentang Perlindungan Anak, Pasal 88



di bawah umur. Hal tersebut penting mengingat eksploitasi ekonomi kepada
anak di bawah umur mempunyai banyak bentuk, artinya eksploitasi ekonomi
dewasa ini sudah berubah menjadi beberapa bentuk yang menyusup ke dalam
kehidupan masyarakat untuk mendapatkan tempat dan pengakuan sebagai
tindakan yang sesuai dengan norma dan hukum. Padahal seyogyanya dipahami
secara mendalam terdapat kejanggalan-kejanggalan yang serupa dengan praktik
cksploitasi ckonomi anak. Misalnya, seperti yang telah disebutkan diatas tentang
masalah pekerja anak. Karena itu untuk mencegah praktik-praktik serupa
eksploitasi ekonomi anak perlu dipahami secara mendasar apa itu eksploitasi
ekonomi anak. Maka langkah selanjutnya perlu sekiranya mengetahui bagaimana
konsep cksploitasi anak di bawah umur kaitannya dengan undang-undang yang
mengatur untuk mencegah terjadinya lebih banyak praktik-praktik serupa

eksploitasi ekonomi anak.

. Rumusan Masalah
Dalam pembahasan proposal ini agar terarah secara terperinci, maka
permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 Undang~Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep eksploitasi ekonomi anak
dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak?



C. Kajian Pustaka
Masalah yang penulis angkat sebagai skripsi yang merupakan karya
ilmiah dalam menempuh program SI ini memang bukan masalah baru tetapi
pembahasan yang terkait dengan persoalan tersebut bukan merupakan
penjiplakan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. |
Pembahasan dalam penelitian ini kaitannya dengan Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebelumnya terdapat dalam karya
tulis ilmiah yang sudah membahas tentang eksploitasi anak, namun pembahasan
karya-karya ilmiah tersebut tersebut mengarah kepada bahasan tentang
perlindungan anak dari tindakan eksploitasi seksual yang dilihat dari berbagai
macam bentuk eksploitasi seksual tentang sanksi hukum dan keefektifan undang-
undang diantaranya perlindungan dari tindak eksploitasi seks komersial anak

(eska), perkosaan, perdagangan anak, antara lain:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Hukum atas Kejahatan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak dalam Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, ditulis | oleh Marya Ulfah membahas tentang sanksi
hukum bagi para pelaku tindak eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)
pada Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 ditinjau dari hukum Islam.

2, Sanksi Pidana terhadap Perdagangan Anak di Bawah Umur Berdasarkan

Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Analisis



Hukum Islam), ditulis oleh Ita Laili membahas tentang sanksi hukum
terhadap perdagangan anak ditinjau dari hukum Islam.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektifitas Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Pidana Perkosaan
terhadap Anak Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur,
ditulis oleh Halimatus Sa’diyah, membahas tentang deskripsi Perlindungan
Anak secara umum mengenai semua Pasal UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

4. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak di Lembaga Pendidikan Islam Studi Kasus di Madrasah
Ibtidaiyah At Tauhid Sidoresmo Surabaya, ditulis oleh Chulaidah Fina,
membahas tentang keefektifan UU No. 23 Tahun 2002 dalam mencegah
terjadinya tindak pidana perkosaan.

5. Analisis Hukum Islam terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak-
Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
ditulis oleh M. Faishol Mu’arrof, membahas tentang tinjauan hukum Islam
terhadap pencegahan perkawinan usia anak-anak pada Pasal 26 Huruf ¢ UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam beberapa pembahasan diatas memang terdapat judul yang
membahas tentang perdagangan anak yang bisa dimungkinkan sebagai tindakan

eksploitasi ekonomi namun spesifikasi pembahasannya mengarah kepada sanksi



hukum terhadap perbuatan pidananya. Sedangkan dalam skripsi ini pembahasan
eksploitasi anak ditekankan kepada analisis hukum Islam terhadap konmsep
eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang nantinya akan diketahui bagaimana konsep secara
umum tentang eksploitasi ekonomi untuk mencegah adanya lebih banyak

praktik-praktik yang serupa dengan eksploitasi ekonomi anak.

. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan konsep eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap konsep eksploitasi
ckonomi anak dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Agar tujuan pembahasan proposal ini sesuai dengan yang diharapkan
maka penulis berharap proposal ini berguna dan bermanfaat sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian nanti diharapkan berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat,

menyempurnakan teori-teori yang sudah ada, diantaranya adalah:



a. Menambah wacana tentang konsep eksploitasi ekonomi anak dan praktik-
praktik serupa eksploitasi ekonomi anak kaitannya dengan undang-
undang yang mengatur.

b. Memberikan sumbangan keilmuan tentang konsep eksploitasi ekonomi
anak dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan
suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang
sama dengan masalah tersebut yaitu:

a. Dapat dijadikan bahan penyusunan hipotesis bagi peneliti selanjutnya
yang berkaitan dengan masalah eksploitasi ekonomi anak.

b. Diharapkan nantinya dapat mencegah atau paling tidak meminimalisir
berbagai bentuk tindak eksploitasi ekonomi anak kaitannya dengan

praktik-praktik serupa eksploitasi ekonomi kepada anak di bawah umur.

F. Definisi Operasional
Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan
dengan pengertian yang bersifat operasional, konsep atau variabel penelitian
yang perlu dikemukakan untuk lebih memudahkan pemahaman tentang judul
yang nantinya dibahas sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, yaitu:
1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk



2. Hukum Islam

3. Konsep

10

perkaranya, dan sebagainya).! Dalam hal ini
penyelidikan tentang konsep eksploitasi ekonomi

anak di bawah umur.

: peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan

kehidupan yang berdasarkan Al-quran dan Hadis.’
Istinbat hukum Penelitian ini dipandang dari sudut
pandang Usu/ Figh yang bersumber kepada Al-

quran dan Hadis

: rancangan atau buram surat, ide atau pengertian

yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.!® Jadi
konsep dalam hal ini dapat diartikan sebagai
bentuk ringkas dari isi suatu dokumen (Pasal 13
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak) yang terdiri atas bagian-bagian penting dari
suatu tulisan, dan mendeskripsikan isi dan cakupan
dari tulisan mengenai suatu fenomena (Eksploitasi
Ekonomi Anak) yang dirumuskan atas dasar
generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian,

keadaan, kelompok atau individu tertentu.

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 43
% ibid, h. 411 lihat juga T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, h. 44
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesis, h. 588
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4. Eksploitasi Ekonomi
Anak :  tindakan atau  perbuatan  memperalat,
memanfaatkan, atau memeras (jasa atau
kemampuan) seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan untuk memperoleh keuntungan
(nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan golongan.
5. Pasal 13 UU No. 23
Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak : merupakan peraturan yang membahas tentang per-
lindungan anak, adanya larangan diskriminasi
terhadap anak dalam bentuk tertentu, dalam pasal
ini perlindungan anak dari tindakan eksploitasi
ekonomi yaitu dilarang melakukan eksploitasi
ekonomi kepada anak di bawah umur,
Jadi skripsi ini membahas tentang konsep eksploitasi ekonomi anak
&alam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi
hak-hak anak dan melindungi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi atau

praktik-praktik yang serupa dengan eksploitasi ekonomi anak yang dilihat dari
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sudut pandang hukum Islam demi kesejahteraan dengan mempertimbangkan hak-

hak anak dalam keluarga dan masyarakat.

G. Metode Penelitian
Dalam metode penelitian ini, membahas hal-hal yang menyangkut
tentang metode penelitian, tahapan-tahapan pembahasan tersebut terdiri atas:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai Perlindungan Anak dari tindakan eksploitasi anak
khususnya eksploitasi ekonomi anak.

b. Data mengenai praktik-praktik serupa dengan eksploitasi ekonomi anak.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Primer
Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang
memberikan informasi langsung dalam penelitian. Sumber data penelitian
ini adalah:
1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta
Penjelasannya, Bandung : Citra Umbara
2) Irma Setyowati Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak,

Jakarta : Bumi Aksara



3)

4)

5)
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Bagong Suyanto. 2003. Pekerja Anak dan Kelangsungan
Pendidikannya, Surabaya : Airlangga University Press

Dedi Haryadi, Indrasari Tjandraningsih. 1995. Burulh Anak dan
Dinamika Industri Kecil, Bandung : Yayasan AKATIGA

Abu Huraerah. 2007. Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi

revisi, Bandung : Nuansa

. Sumber Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang dapat

digunakan untuk menunjang data primer yaitu buku-buku yang berkaitan

langsung dengan masalah dasar eksploitasi ekonomi anak di bawah umur

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, diantaranya:

1)

2)

Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki
Widiastuti. 2007. Perdagangan Perempuan dalam Jaringan
Pengedaran Narkotika, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan) dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia. 2003
Buruh Migran Indonesia: Pényilfsaan Sistematis di Dalam dan Luar
Negeri, Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak

Asasi Migran 2002, Kuala Lumpur: Ford Foundation DGIS.



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
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Komnas Perempuan. 2002. Peta Keke.rasan Pengalaman Perempuan
Indonesia Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta : SGIFF-CIDA, The
Asia Foundation, Yayasan TIFA

Lanny Ramli. 1998. Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia,
Surabaya : Airlangga University Press

Fuaduddin TM. 1999. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam,
Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan,
The Asia Foundation

Istiadah. 1999. Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, Jakarta
: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The
Asia Foundation

A. Mudjab Mahalli. 1999. Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak,
Yogyakarta : Mitra Pustaka

Abd. Rahman Ghazaly. 2003. Figh Munakahat, Jakarta Timur :
Prenada Media

Guse Prayudi. 2008. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam
Rumah Tangga (Dilengkapi dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak

Pidananya), Yogyakarta : Merkid Press

10) La Jamaa dan Hadidjah. 2008. Hukum Is/am dan Undang-Undang

Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Surabaya: PT. Bina Ilmu
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3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan
penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu
menggunakan metode yang sesuai dan dapat mengangkat data yang
dibutuhkan, Karena ini merupakan penelitian literatur maka metode yang
penulis pergunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode studi pustaka
(bibliographie reseach) yaitu mencari data atau informasi, berupa benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan
catatan harian lainnya. Tehnik ini dipakai untuk mendapatkan data yang
berhubungan dengan tindakan eksploitasi ekonomi anak dalam lingkungan
keluarga dan masyarakat.

4. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan
konsep eksploitasi ekonomi anak kaitannya dengan praktik-praktik serupa
eksploitasi ekonomi anak di bawah umur, kemudian dianalisis menggunakan
hukum Islam. Dalam mendeskripsikan tersebut menggunakan alur berfikir
deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Tehnik ini digunakan untuk menganalisa tentang konsep eksploitasi

ckonomi anak dalam Pasal 13 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
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Perlindungan Anak secara umum kemudian ditarik kesimpulan mengenai

analisis dengan hukum Islam tentang konsep eksploitasi anak dalam undang-

undang tersebut yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

BABI

BAB II

PENDAHULUAN
Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

KONSEP PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Pada Bab ini berisi tentang, A. Perlindungan hak anak dalam
keluarga dan masyarakat, yang membahas 1. Hak-hak anak dalam
perspektif hukum Islam, 2. Konsep hubungan antara orang tua dan anak
secara timbal balik menurut hukum Islam, B. Perlindungan anak dari
perlakuan salah (pelanggaran hak) yang membahas, 1. Peneclantaran
anak oleh orang tua dalam perspektif hukum Islam, 2. Perlindungan
anak dari perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) kepada

anak

BAB III KONSEP EKSPLOITASI EKONOMI KEPADA ANAK Di BAWAH

UMUR DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
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Pada bab ini berisi tentang A. Latar belakang lahirnya UU no.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, B Eksploitasi ekonomi
kepada anak di bawah umur, yang membahas, 1. Anak di bawah umur,
2. Definisi eksploitasi ckonomi kepada anak di bawah umur, 3. Bentuk-
bentuk | eksploitasi ekonomi kepada anak di bawah umur dalam
keluafga dan masyarakat, B. Perlindungan hukum terhadap anak dari
tindakan eksploitasi ekonomi, yang membahas 1. UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, 2. Deklarasi hak anak-anak 3.
Perlindungan hukum kepada anak dari perdagangan anak, 4.
Perlindungan Anak dari Transplantasi dan Pengambilan Organ Tubuh
5. Mempekerjakan anak di bawah umur menurut undang-undang
BABIV ANALISIS TERHADAP KONSEP EKSPLOITASI EKONOMI
KEPADA ANAK DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Pada Bab ini berisi tentang A. Analisis konsep eksploitasi
ckonomi anak dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak B. Analisis hukum Islam terhadap konsep
cksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BABV PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.



BAB I

KONSEP PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Masyarakat
1. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 Pasal 28B Ayat
2 menyebutkan:
"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbub, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”’

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah pada setiap orang tua.
Kondisi anak rawan terhadap gangguan fisik, dan gangguan psikis karena itu
orang tua wajib melindungi anak. Anak di bawah umur dimulai ketika dia
berumur 7 tahun sampai dewasa (ba/ig) dan fugaha® membatasinya sampai
pada usia 15 tahun.? Dalam usia tersebut anak mempunyai hak-hak yang
harus diperhatikan. Hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam dibagi
menjadi 2 (dua) hak dasar diantaranya:

a. Hak Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang

s

- o . s s @ ] .
(oS o O 418 0) L5 148507 ol st a2 1Sl

! Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28B Ayat 2
2 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 369

18
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“Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka
dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah
suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isra: 31)”

Bahwa wahyu Allah di atas adalah untuk semua kalangan. Di
zaman industrialisasi sekarang ini banyak orang yang kesal mendapat
banyak anak, banyak anak yang menjadi beban berat dan karena takut
kemiskinan para orang tua anak menjual anak-anaknya. Menurut agama
Islam suatu nyawa wajib dipelihara dan dilarang membunuh anak karena
takut miskin.* Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan
hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas kehidupan
yang layak dan pelayanan kesehatan. Keluarga, masyarakat dan negara
harus memperhatikan kelangsungan hidup anak. anak-anak berhak
mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan

kesehatan yang baik, pendidikan, informasi, waktu luang, dan berkreasi.

b. Hak Perlindungan

Allah SWT Berfirman:

o.palis 121, (8000l 18y 0,500 g5 y 1,2 el g

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,

sedang kamu Mengetahui, (Q.S. al-Anfal: 27,

3 Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemahannya, h. 428-429
* Hamka, 7afsir Al Azbar Juz XV, h. 54-55
s Departemen Agama Rl, #/-Quran dan Terjemabannya
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Anak merupakan amanat yang diberikan kepada orang tua dan
umat muslim lainnya untuk saling menjaga dan merawat. Orang tua dan
masyarakat wajib menjaga dan melindungi anak dari perilaku,
penelantaran dan diskriminasi anak. Dengan begitu para orang tua dan
umat muslim lainnya memenuhi amanat yang diberikan Allah SWT
kepada meraka yaitu anak. Di dalam ayat di atas disebutkan anak lebih
berharga daripada harta. Kasih sayang anak adalah naluri manusia, sebab
anak adalah pelanjut hidup dan penyambung keturunan.’! Kewajiban
masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanékan melalui kegiatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan orang
tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,
mendidik dan melindungi anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak,
pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana dan

prasarana.

2. Konsep Hubungan antara Orang Tua dan Anak secara Timbal Balik menurut
Hukum Islam
Dalam keluarga, komponen orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Anak
merupakan hasil buah kasih dari kedua orang tua. Oleh karena itu, anak yang
baru lahir mempunyai hak-hak yang tidak boleh dicabut atau dihilangkan

oleh siapapun bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri seperti, hak untuk

® Hamka, Tafsir Al Azhar Juz IX, h. 295
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hidup dan hak untuk diberi penghidupan yang layak. Orang tua berkewajiban
memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan karena hubungan darah. Jadi
karena hubungan tersebut, antara orang tua dan anak mempunyai hubungan
yang membentuk adanya suatu hak dan kewajiban diantara keduanya yang

harus dipenuhi demi terjadinya hubungan rumah tangga yang harmonis.

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang
Perkawinan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mercka
sebaik-baiknya,

2. Kewsjiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) hal
yang harus dipenuhi yaitu pemeliharaan anak, nafkah anak dan
pendidikan anak. Dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 disebutkan bahwa
kewajiban suami istri diantaranya:

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,

b. Bigya rumah tanggs, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi
isteri dan anak,

c. Biaya pendidikan bagi anak.®

Ketentuan tentang pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) menyebutkan:

" UU RI No.1 Tahun 1974 fentang Perkawinan, Pasal 45
¢ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4
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Pasal 104

1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada
ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya
penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi
natkah kepada ayahnya atau walinya,

2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan
persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya,

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaanya

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahn_ya.‘o

Jadi orang tua memegang kewajiban terhadap pérawatan anak.
Ayah diwajibkan mencukupi kebutuhan anak dan ibu diwajibkan untuk
menyusui dan bahkan ketika terjadi perceraian ibu tetap diwajibkan

merawat anak ketika berumur di bawah 12 tahun yang dibiayai ayah.

1) Pemeliharaan terhadap anak
Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah
“hadanah’. Arti hadanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu
dekat tulang rusuk atau dipangkuan”. Secara istilah berarti
“pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup
berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak

jtu,”1?

? ibid, Pasal 104 dan Pasal 105
19 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 175
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Para Ulama Figh mendefinisikan A4adanah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun
perempuan, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,
menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik
jasmani, rohani, dan akalnya, sampai anak mampu berdiri sendiri.'’
Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya berarti
membiarkan anak menderita. Memelihara anak adalah kewajiban
bersama ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan
asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.'?
Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam
hadanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani,
walaupun juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Jadi

pendidikan (tarbiyah) termasuk dalam Aadanah.

2) Nafkah kepada Anak

Allah Berfirman Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

o Syl ey Bt o O srf 2 A e AV Gy i )
‘-’J:r;-ub :ré-'»)“f 333))
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan auak-analmya selama dua

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan

'ibid, h. 175-176
"2 S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), h. 318
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pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf (Q.S. al-
Bagarah: 233)"

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan
nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan
ibu yang saling berbagi tugas. Pemeliharaan anak juga diartikan
bukan hanya sekedar pemenuhan dari kebutuhan jasmani akan tetapi
juga pemenuhan kebutuhan rohani, Allah SWT berfirman dalam Surat
at-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

£y L 3,35 16 RT3 8T i g
Artinya: Hali orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

manusia dan batu. (Q.S. at-Tahrim: 6)'*

Pada ayat di atas orang tua diperintahkan Allah SWT untuk
memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar
seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan
larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini
adalah anak.

Berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 45 Ayat 2 bahwa batasan umur orang tua
memberikan nafkah bagi anak-anaknya yaitu sampai anak mereka

menikah atau dapat berdiri sendiri.

" Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemahannys, h. 57
" ibid, h. 951
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Disebutkan juga dalam hadis Nabi:

oo 3 O U Lbovaza WL O 5y sl o O e aaios ofy T4
Gl Ouin po 4 gasd

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya
menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu

telah baligh, karcna istishhab kepada keadaannya waktu

masih kecil dan kepada hadis yang ditujukan kepada Hindun
(isteri Abu Sufjfan)

3) Pendidikan terhadap Anak.

Istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkgn pendidikan
dalam Islam adalah farbiyah. Penjelasan yang umum terhadap istilah
ini adalah pengajaran bagi anak-anak sehingga mencapai kedewasaan
yang optimal. Dalam konsep Islam setiap anak yang terlahir dalam
keadaan fifri (suci) dan memiliki potensi bawaan yang dibawa sejak
lahir. Potensi tersebut meliputi potensi religius dan rasional (akal).
Proses pendidikan pada dasarnya membantu mengembangkan potensi
yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal, sehingga ia
mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka
bumi.'®

Allah SWT Berfirman:

55 1lad 155 iy 152 1,207 20 o

15 Abu Bakar Al Masyhur Bin As Saiyd Al Bakry Ibn Saiyd Muhammad Syat Ad Dimyaty,
I'anatut Talibin Juz IV, h. 99

6 Fuaduddin TM, Pengasuban Anak dalam Keluarga Islam, h. 16
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Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. (Q.S. al-Mujadalah: 11)’
Orang tua wajib memberikan pendidikan kerada anak sedari
dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet
perjuangan agama dan khalifah di bumi.'® Pendidikan sangatlah
penting untuk kelangsungan hidup anak untuk persiapan anak dalam
menghadapi hidup ketika dewasa, pendidikan dapat diartikan secara
profesional. Profesional berarti pendidikan diberikan oleh tenaga
pengajar dari Instansi Pendidikan Pemerintah atau Instansi tertentu
yang diakui. Dalam Islam orang tua wajib memberikan pendidikan
kepada anak. Allah SWT berfirman:
':ror 2 ’_6}:0 oy~ .’4 fa. :ﬁ'{o .oz ° ,z‘o’z .pz.a.}/
1) ady Al \).a.:...b‘,.?,lp | gbl> Ula.:p 35 V'f'fl’. o PRy _,503:\5! ey
W
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mercka anak-anak
Yyang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. oleh scbab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendakiah mereka mengucapkan Perkataan yang

benar. (Q.S. an-Nisa’: 9)*°

Al-Qur’an memerintahkan agar ayah dan ibu mempersiapkan

generasi yang berkualitas dan tugas tersebut merupakan kewajiban

bersama antara suami dan isteri. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa

17 Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemabannyas, 910-911
'8 A. Mudjab Mahalli, Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, h. 135
' Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemahannys, h. 116
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ayah dan ibu bersama-sama bertanggung jawab atas generasi penerus,
baik dalam hal kesejahteraan, intelektual, spiritual, maupun
akhlaknya. Tanggung jawab itu harus dijalankan bersama-sama dan
tidak ada yang lebih ditekankan kepada siapa yang harus

menanganinya.?’

b. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 46 tentang
Perkawinan bahwa kewajiban anak dan orang tua disebutkan:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka
yang baik,

2. Jika anak telah dewass, ia wajib memelihara menurut kemampuannys,
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu
memerlukan bantuannya.”’

Berdasarkan pada pasal di atas bahwa seorang anak diwajibkan
menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, ini
berarti seorang anak tidak wajib memenuhi semua hal yang diinginkan
orang tua apabila ada indikasi bukan hal baik menurut hukum ataupun
untuk kebaikan anak sendiri, kecuali anak telah dewasa. Dalam Islam ada
dua hal yang diwajibkan anak kepada orang tua pertama, berterima kasih

kepada kedua orang tua yang merupakan wujud dari rasa syukur kepada

Allah SWT yaitu dengan menuruti kehendaknya, tidak menyakitinya,

? Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 52-53
2 UU RI No. 1 Tahun 1974 fentang Perkawinan, Pasal 46
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menjadi anak yang saleh yang mendoakan kedua kedua orang tua. 2 Allah

SWT berfirman:

S Ko e g dtay ) oy A e g, Sy iy,
pWA B ROVUAR

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya

dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang

ibz;;apahnu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Lugman:
14,

Kedua, wajib bergaul dengan kedua ibu bapak dengan pergaulan
yang baik,* sekalipun kedua ibu bapak dalam keadaan musyrik dan
memaksa kita untuk mengikutinya. Allah SWT berfirman:

G gl Uil oo e 4 0 LT Gy 800 O 5 i o

‘_’zo:ab’ . o'kzlfo,l 0o, & 7 : T .o/’ s o & t o,

O 5hasd (57 Gy (S (8000 ) ;J%qﬁ o Jeror 3y 6505

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan

Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka

Janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya

di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali

kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka

kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S.
Lugman: 15)”

Jadi menaati orang tua yang melahirkan dan membesarkannya

adalah wajib, yaitu pada Pasal 46 Ayat 1 dan juga berdasarkan pada surat

Lugman Ayat 14 dan Ayat 15. Dalam hal memberi nafkah kepada orang

22 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 219

2 Departemen Agama RI, a/-Quran dan Terjemahannys, h. 654

24 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 220

% Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemahannys, h. 654-655
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tua, dalam Pasal 46 Ayat 2 dapat dilakukan menurut kemampuan anak,
dan itu pun jika anak sudah dewasa. Apabila dianggap belum dewasa,
maka tidak dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada orang tua yang

didasarkan atas hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

B. Perlindungan Anak dari Perlakuan Salah (Pelanggaran Hak)
1. Penelantaran Anak oleh Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam
Anak-anak adalah amanat Allah SWT yang dititipkan kepada orang
tuanya. Kita diperintahkan melaksanakan amanat Allah serta tidak boleh
mengkhianatinya, termasuk anak yang dipercayakan kepada para orang tua.
Anak yang dipercayakan kepada mereka harus dijaga keselamatan jiwanya,
kehidupan kesehariannya, masa depannya.?® Penelantaran anak oleh orang tua
merupakan tindakan lalai orang tua yang diwajibkan atas orang tua untuk
menjaga, merawat dan memberikan nafkah kepada anak. Hal ini didasarkan
kepada surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Tahrim ayat 6 kedua ayat di
atas jadi dalam hukum Islam dilarang menelantarkan anak. Islam mewajibkan
kita meninggalkan “larangan-larangan Syara’ (hukum Islam)’”, yang berarti
mengerjakan “larangan-larangan Syara’ (hukum Islam)” adalah pelanggaran.
Menurut Dr. Abdul Qadir Audah (pengarang kitab A¢-Tasyri’ A/
Jina’i Al Islamy) bahwa “larangan-larangan Syara” mempunyai dua

pengertian, yaitu:

%6 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 216



30

a. Larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang
oleh hukum Islam, misalnya Islam melarang meminum minuman keras
maka jika kita minum minuman keras maka merupakan pelanggaran.

b. Larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya larangan
meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan (hukum
Islam) harus dikerjakan. Misalnya diamnya seorang ibu yang diwajibkan
atas bayinya untuk menyusui adalah dilarang, atau diamnya orang tua

yang diwajibkan untuk memberikan nafkah atas anaknya juga dilarang, 27

2. Perlindungan Anak dari Perlakuan-Perlakuan Salah (Pelanggaran Hak-Hak)
kepada anak
Dalam Islam tepatnya dalam Usul/ Figh terdapat prinsip kemaslahatan
yang dipergunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam. Kalangan Ulama
Muslim menyebutnya scbagai maslahah mursalah. Berangkat dari pengertian
maslahah mursalah yang merupakan penggabungan dari kata mas/ahah yang
berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan” dan kata mursa/ah yang
berarti “diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)”. Perpaduan dua kata
menjadi mas/ahalh mursalah yang berarti “prinsip kemaslahatan (kebaikan)
yang dipergunakan menctapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu

perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).?® Mas/ahah mursalah

%7 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) untuk IAIN, STAIN, PTAIS, h. 14
%% Chaerul Uman, Usul Figh I h. 137
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mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia

dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah

(pelaggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu

prinsip ”maslahah daririyal’,

Maslahal daruriyah adalah perkara-perkara yang dapat menjadi
tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah
kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang
hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 (lima) perkara yang
merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:?

a. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad
(berperang membela agama) untuk mempertahankan aqidah Islamiyah,
Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum
muslimin dari agamanya.

b. Syari’at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk
berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk
mempertahankan hidup untuk tujuan memelihara jiwa manusia agar
dapat hidup, tumbuh dan bekembang secara layak yaitu adanya keadilan
dalam pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan, pekerjaan,
kemcrdekqan, keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang-

wenangan).

% ibid, 138-139



32

c. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk
meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan,
Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat
merusak fungsi akal, minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu
yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan
kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya,

d. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban
untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Disini manusia diwajibkan
memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.

e. Syari’at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk
menjauhi pencurian, larangan riba sera keharusan bagi orang untuk
mengganti harta yang telah dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk
juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak

milik untuk menjaga perekonomian bangsa.



BAB II

KONSEP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DALAM PASAL 13
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan hak anak termuat dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun
pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih
memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan
yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.!

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan
hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam
arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.’ Dengan demikian,
pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan

! Penjelasan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Umum
? Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Pelindungan Anak, h.13

33
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pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan
bernegara.’ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam
kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi
perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

a. Nondiskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
d. Penghargaan terhadap pendapat anak*

B. Eksploitasi Ekonomi kepada Anak di Bawah umur
1. Anak di Bawah Umur

Dalam KHI seseorang disebut anak ketika berumur di bawah 21
tahun.’ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
seseorang telah dianggap dewasa dan boleh menikah jika sudah berumur 19
tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.® Dalam perundang-
undangan kualifikasi “anak yang masih di bawah umur” mempunyai
perbedaan batasan, hal ini bisa dilihat dari hal-hal berikut:
a. Menurut Pasal 330 BW, “yang belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

? Penjelasan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Umum
* UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2

5 Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 98 Ayat 1

$ UURI No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 11 Pasal 7 Ayat |
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Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu
tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, “anak adalah sescorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun dan belum pernah kawin”.

. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
dan belum pernah kawin”.

. Menurut Pasal | Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak dalam kandungan”.

. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahﬁn dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1976, Tanggal 2 November
1976, dinyatakan “menurut hukum adat seorang anak laki-laki dianggap
telah dewasa kalau ia sudah cakap bekerja (kuat gawe). Tetapi jika sudah
berumur 20 tahun pantas dianggap telah cakap bekerja sehingga harus

dianggap telah dewasa maka ia harus bertanggung jawab atas
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perbuatannya™’. Batasan 20 tahun sebagai upaya untuk menjaga apabila
terjadi kejahatan. Jika sudah 20 tahun walaupun belum bekerja maka
tetap dikenakan hukuman.

Namun melihat dari permasalahan yang dibahas yaitu tentang
eksploitasi ekonomi anak di bawah umur. Penentuan umur anak di bawah
umur yaitu anak di bawah 18 tahun untuk batas minimal yang didasarkan
pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan
masalah tentang larangan eksploitasi ekonomi anak. Jadi penentuan umur di
bawah 18 tahun mencakup semua permasalahan tentang perlindungan anak di

bawah umur tentang tindakan eksploitasi ekonomi anak.

2. Definisi Eksploitasi Ekonomi Anak di Bawah Umur
Perlindungan Eksploitasi terhadap anak dalam Pasal 13 UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.®

Eksploitasi seksual anak
meliputi prostitusi dan pornografi.’ Arti Eksploitasi seksual adalah segala
bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban

untuk mendapatkan keuntungan, termasuk (tetapi tidak terbatas) pada semua

7 Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumab Tangga (Dilengkapi
dengan Uramn Unsur Tindak Pidananya)h. 29-30
UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat 1 Huruf b
® Abu Huraerab, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi, h. 72
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kegiatan pelacuran dan pencabulan.'® Pelacuran dan pencabulan merupakan
eksploitasi seksual, tetapi bentuk dari eksploitasi seksual tidak hanya berupa
pelacuran dan pencabulan. Eksplotasi seksual mempunyai arti yang lebih luas
dari pada pelacuran dan pencabulan. Eksploitasi seksual dalam arti prostitusi
tersebut dilakukan kepada anak di bawah umur dikenal sebagai ESKA
(Eksploitasi Seksual Komersial Anak). Eksploitasi seksual umumnya terjadi
kepada perempuan dan anak perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan
adanya eksploitasi seksual kepada anak laki-laki. Termasuk di dalamnya
perdagangan anak perempuan.

Global Survival Network mengidentifikasi 4 situasi yang
mengakibatkan perempuan dan anak perempuan masuk dalam perdagangan
seks: pertama, perempuan yang ditipu mentah-mentah dan dipaksa dengan
kekerasan. Kedua, perempuan yang diberitahu separuh kebenaran dan
kemudian dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang sebelumnya tidak mereka
sepakati dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali
pilihannya. Ketiga, perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis
pekerjaan yang akan mercka kerjakan dan tidak melihat adanya pilihan
ekonomi lain walaupun mereka tidak mau mengerjakannya. Keempat,
perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai pekerjaan yang

akan mereka lakukan, tidak keberatan untuk mengerjakannya memiliki

1% UU RI No. 21 Tahun 2007 lentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangsn Orang,
Pasal 1 Ayat 8
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kendali atas keuangan mereka dan secara relative gerakannya tidak
terbatas.!!

Arti eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum
berarti “pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.”'? Dapat diartikan tindakan
atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada
pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil

maupun immateriil."?

Berangkat dari pengertian eksploitasi secara umum
diatas, pengertian eksploitasi ckonomi kepada anak dapat di definisikan
sebagai tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras
anak untuk memperoleh keuntungan dari orang lain untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan golongan'* meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa,

perbudakan dan praktik serupa perbudakan.'’

' Komnas Perempuan, Laporan Pelspor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap
Perempuan, Perdadangan Perempuan, Migrasi Perempuan, dan Kekerasan terhadsp Perempuan:
Penyebab dan Akibatnya, Seri Dokumen Kunci 3, h. 19-20

12 Departemen Pendidikan Nasional, Xamus Besar Bahasa Indonesia, h. 290

" UU RI No. 21 Tabun 2007 fentang Pemberantasan Tindsk Pidana Perdagangan Orang,
Pasal 1 Ayat 7

1 Penjelasan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 fentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat 1
Huruf b

15 Penjelasan Atas UU Rl No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, | Umum
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Jadi tindakan yang memanfaatkan anak-anak dan mempunyai tujuan
untuk memperoleh atau mengambil keuntungan (bernilai ekonomis) dari

orang lain adalah merupakan eksploitasi ekonomi kepada anak.

. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Ekonomi Anak di Bawah Umur dalam Keluarga
dan Masyarakat
a. Perbudakan atau Serupa Perbudakan terhadap Anak di Bawah Umur
Pengertian perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah
kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan
menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang
tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan
hukum yang diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang
tersebut tidak menghendakinya.'®
Perbudakan anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi
ekonomi anak. Dewasa ini mungkin untuk perbudakan kepada anak di
bawah umur sudah tidak banyak yang mengekspose dalam tataran kasus
yang muncul namun praktik perbudakan atau praktik serupa perbudakan
anak di bawah umur masih tinggi. Untuk saat ini praktik perbudakan
anak beml;ah bentuk menjadi perdagangan anak di bawah umur. Jadi

perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan anak.!’

' ibid,
' ibid,
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b. Perdagangan Anak di Bawah Umur»_
1) Pengertian Perdagangan Anak

Perdagangan anak tidak lepas dari perdagangan perempuan,
dalam pendefinisianpun selalu beriringan dengan perdagangan
perempuan. Hal tersebut dikarenakan perdagangan perempuan juga
termasuk di dalamnya anak-anak perempuan di bawah umur. Anak
laki-laki juga dapat menjadi korban perdagangan namun dalam
beberapa kasus perdagangan orang sebagian besarnya adalah
perempuan (termasuk anak-anak perempuan di bawah umur).'®

Protokol  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mendefinisikan
perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, scbagai
perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan
seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-
bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau
penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, ;tau memberi, atau
menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat
memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain

untuk tujuan eksploitasi."®

18 Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempusn Indonesia Publikasi Komnas
Perempuan, h.136

" Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti, Perdagangan
Perempusn dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, h. 12
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2) Bentuk-Bentuk Pcrdangangan Anak

Berikut adalah bentuk-bentuk perdagangan anak dan

perempuan yang sebagian besar berakhir dengan diharuskannya anak

bekerja dengan berbagai macam bentuk pekerjaan, diantaranya:

a)
b

g

h)

Perdagangan anak untuk dipekerjakan di Jermal (lepas pantai),
Jjumlah pekerja anak di bidang ini tidak diketahui pasti,
Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai
pekerja domestik, anak-anak dan perempuan dewssa, tanpa
persetujuan dan kehendak mercka dipekerjakan sebagai pekerja
domestik.

Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai
pengemis, Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut
dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau
disewakan untuk keperluan pengemis.

Peredaran anak dan perempuan untuk peredaran narkoba,
beberapa kasus di Bali menunjukkan terjadinya pemanfaatan anak
dan perempuan untuk peredaran narkoba.

Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-
tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya. Anak dan
perempuan dicksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan
di kota-kota besar atau di daerah-daerah pusat hiburan.
Perdsgangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks, mereka
yang melakukan pendampingan atau meneliti fenomena pelacuran
memperkirakan bahwa sekitar 30% pekeria seks di Indonesia
berusia kurang dari 18 tahun. Untuk fenomena itu, kalangan
pekerja LSM menggunakan istilah “alya” ‘anak yang dilacurkan’,
Perdagangan anak perempuan sebagai komsumsi pedofil,
eksploitasi anak oleh pedofil dapat terjadi dimanapun.
Kadangkala media memberitakan anak menjadi korban eksploitasi
orang dewasa tetangganya, guru, atau pihak-pihak lain. Tetapi
perdagangan anak sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan
tersendiri, seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan
international.

Perdagangan perempuan dalam bentuk ‘perkawinan trans-
nasional’. Salah satv jaringan yang dapat disebutkan sebagai
contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-
perempuan keturunan Cina di Kalimantan Barat untuk
dikawinkan dengan lelaki ‘pemesan’ dari Taiwan dan Hongkong.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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anak merupakan kasus yang kompleks yang dapat menghubungkan

eksploitasi scksual dan cksploitasi ekonomi. Keduanya dalam kasus

ini menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan.

Penyebab Perdagangan Anak

Suyanto menjelaskan bahwa maraknya praktik perdagangan

anak disebabkan berbagai faktor, yaitu:

a)

b)

d)

Adanya kepercayaan konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa
hubungan seks dengan anak-anak sebagai obat kuat, obat awet
muda, dan mendatangkan hoki tertentu.

Anak-anak dipandang masih bersih dari penyakit kelamin dan
belum banyak yang "memakainya”.

Orang tua terkadang memandang anak perempuan sebagai aset
mendatangkan keuntungan, sehingga orang tua menjual anaknya.
Orang tua terlilit hutang kepada pihak tertentu dan tidak sanggup
membayar. Sebagai ganti orang tua menyerahkan anak-anaknya
untuk dipekerjakan pada pihak yang memberi hutang.

Anak pergi dari rumah dan masuk dalam sindikat perdagangan
karena kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat
memicu depresi dan frustasi.

Lemahnya kapasitas aparat dan penegak hukum. Adanya

keterlibatan aparat, tiadanya tindak pencegahan serta
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menggiurkannya keuntungan yang diperoleh mejadikan dunia
praktik perdagangan anak dapat exis dalam kehidupan

masyarakat.?

c. Transplantasi dan Pengambilan Organ Tubuh Anak

Transplantasi adalah adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk
pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh
sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk
menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan
baik.” Hal perdagangan organ tubuh dan transplantasi organ tubuh anak |
untuk tujuan komersial (eksploitasi ekonomi) dilarang atas dasar alat dan
atau jaringan tubuh manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa
kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan obyek untuk mencari
keuntungan.* UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan
Orang menjelaskan termasuk eksploitasi tindakan secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh oleh
pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun

immateriil.®

2 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi, h. 103-104

2 PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta
Traosplantasi Alat dap atau Jaringan Tubub Manusia, Pasal 1

% Penjelasan Atas PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Pasal 17

 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 7
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Definisi melawan hukum yang dimaksudkan yaitu transplantasi
yang dilakukan bukan oleh seseorang atau lembaga yang berwenang.
Disini transplantasi organ hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di
sarana kesehatan tertentu. Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh
dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor (anak) yang
bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau
keluarganya.?®

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh
dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dan tidak boleh dilakukan oleh dokter
yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.”’ Peraturan
mengenai transplantasi organ dan perdagangan organ tubuh diatur dalam
PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia dan
UU No. 23 Tahun 1992 tentang Keschatan. Akan tetapi Perlindungan
anak secara khusus dari tindakan transplantasi dan pengambilan organ
tubuh anak secara melawan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Transplantasi dan pengambilan

2¢ UU RI No. 23 Tahun 1992 fentang Kesehatan, Pasal 34
7 PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta
Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubul Manusis, Pasal 11
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organ tubuh anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak hanya dapat dilakukan demi kesehatan

anak.?®

d. Kerja Paksa atau Pelayanan Paksa oleh Anak di Bawah Umur

Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang
timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang
yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau
orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik
maupun psikis.” Yang dimaksud dengan “dipaksa” yaitu suatu keadaan
dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa
sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak
sendiri.*

Ketja paksa atau pelayanan paksa dalam praktiknya tidak perlu
adanya pemaksaan secara nyata pelaku kepada korban baik dengan
ancaman atau dengan cara lain agar korban mau mengikuti pelaku,
Berkaitan dengan eksploitasi anak batasan kerja paksa adalah ketika
memberikan pengertian kepada anak untuk melakukan sesuatu sehingga
anak tersebut yakin jika tidak melakukan apa yang diperintahkan pelaku

maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Kerja paksa dalam perkembangan

8 ,, JU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 47

% Penjelasan Atas UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Padagan)gan Orang, | Umum
® ibid, Pasal 18
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berikutnya menjadi lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan hukum,
untuk saat ini lebih dikenal dengan mempekerjakan anak di bawah umur.
Pemaksaan yang dilakukan tidak lagi dengan cara klasik tetapi dengan
pemanfaatan situasi yang lebih mendukung, sehingga dalam penilaian

masyarakat tidak bisa terdeteksi sebagai sebuah nilai amoral.

e. Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
1) Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak dewasa ini banyak menjadi sorotan karena oleh
berbagai pihak dipandang kurang layak dan memiliki arti konotasi
sebagai eksploitasi ekonomi. Namun sebelum membahas tentang
definisi dari istilah pekerja anak perlu sekiranya mengetahui definisi
dari tenaga kerja dan pekerja karena dalam dunia kerja kedua istilah
tersebut, dapat menentukan definisi dari istilah pekerja anak.

Istilah tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita
yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan istilah pekerja
yaitu tenaga ketja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada

pengusaha dengan menerima upah.’'

3 Lanny Ramli, Pengaturan Ketensgakerjaan di Indonesia, h. 21
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Departemen Tenaga Kerja (sekarang Departemen Tenaga

Kerja dan Transmigrasi) menggunakan istilah “anak-anak yang

terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak. Biro Pusat

Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik ) memakai istilah “anak-

anak yang aktif secara ekonomi”. Sedangkan ILO/OPEC (Organisasi

Buruh International/Program International Penghapusan Pekerja

Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja

pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu

fisik, mental, intelektual, dan moral.>

Pengertian pekerja secara umum adalah anak-anak yang
melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang
lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar
waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.”’ Soetarso dalam
bukunya Praktek Pekerjaan Sosial mengungkapkan pekerja anak
adalah:

a) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk
dirinya sendiri dan atau keluarganys, disektor ketenagakerjaan
formal yang inelanggar peraturan perundang-undangasn yang
berlaku, schingga anak terhenti sckolahnya dan mengalami
pelemahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan
sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (abused),
dicksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).

b) Ansk yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri
mencari nafkalh untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya,

32 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi, h. 80
Bagong Suyanto, Pekerja Anak den Kelangsungan Pendidikannya, h. 6
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disektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat
lain, baik yang melanggar peraturan perundang-perundangan
(khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah.
Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau di
eksploitasi, ada pula yang tidak.>
Soetarso menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai
pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atas
kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain
bukan untuk membantu mencari nafkah, tetapi memperoleh
pengetahuan, ketrampilan atau sikap kewirausahaan sejak dini, dan
kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.*®
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Soetarso di atas
batasan pekerja anak bukan disebut sebagai eksploitasi ekonomi
dispesifikasikan dalam arti diperjelas unsur-unsurnya yaitu ketika
dalam bimbingan orang tua atau keluarga, ketika tidak ada paksaan
untuk bekerja dari orang tua atau keluarga, ketika tidak dimaksudkan
untuk mencari nafkah, ketika untuk kepentingan pendidikan dan
kreativitas anak, dan ketika anak masih dapat menjalankan rutinitas
bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikanya.
Jika beberapa unsur tersebut tidak dapat terpenuhi maka

bagaimanapun istilah pekerja anak/buruh anak merupakan tindakan

eksploitasi ekonomi.

> Abu Huraerab, Child Abuse (Kekerasan terhadsp Anak) edisi revisi, h. 81

% ibid,
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2) Faktor Penyebab Terjadinya Anak di Bawah Umur yang Bekerja

Dari survei yang dilangsungkan oleh YKAI (Yayasan
Kesejahteraan Anak Indonesia) Tahun 1984 bahwa ketidakmampuan
orang tua memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan anak sehari-hari
(84%) merupakan faktor utama yang menyebabkan anak untuk
bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya tampaknya juga
berpengaruh terhadap kecenderungan anak bekerja. Orang tua
berpendapat bekerja pada usia dini merupakan proses belajar yang
akan berguna bagi perkembangan anak. Disamping faktor pendorong
kemiskinan masyarakat, ada beberapa faktor penarik bagi perusahaan,
antara lain pekerja anak mudah diatur, tidak membantah, mau bekerja
dengan jam kerja panjang, dan mau dibayar murah.>

Persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya
belakangan ini mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi dan
menjadi semakin kompleks ketika krisis ekonomi melanda sejumlah
negara-negara Asia, terutama Indonesia.’” Di muka telah disinggung
bahwa munculnya pekerja anak berkaitan dengan masalah
kemiskinan, upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga selain mengikutsertakan istri dalam kegiatan publik

% ibid, h. 81-82
%7 Bagong Suyanto, Pekerja Anak dsn Kelangsungan Pendidikannya, h. 6
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(ekonomi), juga banyak memanfaatkan tenaga kerja anak.*® Di media
massa, Kompas menginformasikan hasil kajian di Kabupaten Jepara,
sejak 2006 tercatat jumlah pekerja anak di sektor informal tercatat
sebanyak 2.029 pekerja anak. Pekerja anak ini banyak bekerja di
sektor mebel, meliputi pertukangan, pengamplasan, yang merupakan
sektor industri rumahan yang paling banyak menyerap pekerjaan anak
(Kompas, 27 April 2008).”

Supervisor monitoring pekerja anak dari perwakilan
International Labour Organization (ILO) Jakarta, Abdul Hakim
menyampaikan:

Mereka tidak mempunyai waktu untuk sekolah. Mereka banyak dari

-keluarga miskin kemudian meneruskan pekerjaan, warisan dari

orangtuanya yang miskin, Hal ini menyebabkan pekerja anak-anak
pun juga terjerat kemiskinan. (Kompas, 27 April 2008)*

Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya faktor yang
menyebabkan anak terpaksa bekerja, khususnya disektor berbahaya.
Meski faktor ekonomi banyak berpengaruh, namun signifikasinya
masih tergantung dari beberapa variable lain seperti segmentasi
dalam pasar tenaga kerja.*' Pengusaha industri menengah dan kecil
tentu lebih menyukai pekerja anak ketimbang pekerja dewasa karena

tingkat produktivitas mereka tidak jauh berbeda dengan pekerja

3 ibid, h. 3

39
%0 ibid,

http:/fieparaworld. wordpress.conv/2008/04/

*! Bagong Suyanto, Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannys, h. 14,
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dewasa, tetapi posisi tawar-menawar (barganing position) mereka
jauh lebih lemah. Karena posisi tawar-menawar lemah, maka pekerja
anak selain tidak banyak menuntut, juga besaran upahnya dapat
ditekan di bawah tingkat produktivitas mereka.*?

Melihat dari beberapa faktor maraknya anak-anak di bawah
umur bekerja di atas ada dua sebab yang menempati persentase
terbanyak yaitu: pertama, faktor kemiskinan dari keluarga yang
memaksa sebagian besar anak di bawah umur putus sekolah dan
bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
Dan faktor kedua yang menentukan adalah banyaknya pasar yang
mengiginkan anak di bawah umur bekerja untuk perusahaan yaitu
kepentingan menghemat biaya produksi, faktor ini juga besar
peranannya dalam penimbunan anak-anak di bawah umur untuk
bekerja mengingat bahwa selain dari home industri pendapatan negara
dan perkembangan perekonomian Indonesia ditentukan oleh

perusahaan swasta.

3) Fakta di Lapangan tentang Pekerja Anak
Di Indonesia jumlah pekerja pada bulan Oktober 1990 tercatat
2,05 juta anak, pada bulan Agustus 1997 menurun menjadi 1,64 juta

anak. Akan tetapi pada bulan Desember 1998 terjadi peningkatan

2 Ibid, b. 14-15



53

kembali menjadi 1,81 juta. Sampai bulan Agustus 2000, menurut BPS
naik lagi menjadi 2,3 juta, jumlah ini belum mencakup anak-anak
berumur di bawah 10 tahun. IPEC/ILO memperkirakan sekitar 8 juta
pekerja anak di bawah usia 15 tahun. Sebagai perbandingan selama
Tahun 1995-1999 terdapat 11,7 juta anak yang putus sckolah.

(Departemen Sosial RI, 2004)*

TABEL I
JENIS-JENIS KETERLIBATAN ANAK DALAM DUNIA KERJA

JIINIS REPRODUKTIF UNTUK DIBAY AR/
KETERLIBATAN /PRODUKTIF TAK DIBAYAR
- . Diri Penghasilan
Usaha Sendiri Produktif sendiri sendiri
Dibayar
Orang tua
Tak dibayar
Dibayar
Reproduktif Kerabat
Tak dibayar
Dibayar
Pihak lain
Tak dibayar
Bekerja untuk pihak
lain
Dibayar
Orang tua
Tak dibayar
Dibayar
Produktif Kerabat
Tak dibayar
Dibayar
Pihak lain
Tak dibayar

Sumber : White dan Tjandraningsih (akan terbit) dengan perubahan44

** Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi, h. 83
*“ Dedi Haryadi, Indrasari Tjandraningsih, Buruh Anak dan Dinsmika Industri Kecil, h. 12
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Buruh Anak pada Industri Kecil

Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan industri kecil
keramik misalnya sebagai buruh, berusia antara 10-14 tahun.
Anak-anak yang berusia lebih muda, mulai umur 5-9 tahun, pada
umumnya terlibat sebagai vtenaga keluarga. Namun, ada juga
beberapa orang yang bekerja sebagai buruh paruh waktu. Baik
anak laki-laki maupun perempuan mempunyai tingkat keterlibatan
yang sama dalam kegiatan industri ini.** Pada industri kecil yang
lain seperti batik, buruh anak berusia antara 9-14 tahun. Ada
diantaranya pekerja yang sudah berusia 16 hingga 18 tahun dan
sudah bekerja di industri tersebut selama 3-5 tahun. jadi ketika
mereka masuk pertama kali ke dalam industri itu masih tercatat
sebagai buruh anak dan menjadi buruh remaja dengan

pertambahan waktu.*®

Pekerja Anak Jermal : Kasus Fenomenal

Beberapa kasus buruh anak yang cukup fenomenal serta
mencerminkan kerja paksa dan perbudakan diantaranya adalah
pekerja seks anak di Thailand (perbudakan seksual), buruh anak di

industri karpet di Pakistan, dan buruh anak Jermal di Sumatera

* ibid, h 65
% ibid,
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Utara, Indonesia.*’ Di tanah air, kondisi kerja buruh anak yang
paling buruk adalah buruh anak jermal. Sekurang-kurangnya ada
5.400 anak bekerja di 2.000 jermal. Jermal adalah bangunan
terbuat dari bambu, berukuran 15 x 60 meter, terletak sekitar 2,5
mil dari pantai. Di sinilah mereka menangkap ikan teri. Satu
jermal mempekerjakan 10-15 orang, setengahnya diantaranya
anak-anak.*®

Anak-anak yang bekerja di jermal rata-rata berusia 14
sampai dengan 18 tahun. Mengingat kondisi jermal yang terisolir
serta para pekerja yang ful/ timer menjadikan anak-anak yang
bekerja tidak melanjutkan sekolah (drop our). Pada umumnya
pendidikan pekerja anak yang masuk dalam usaha Jermal ini
berkisar antara SD-SMP, atau bahkan ada yang belum
menamatkan SD. Dengan tingkat pendidikan tersebut, jelas
bahwa anak yang bekerja di jermal tidak memiliki keahlian
tertentu selain keahlian yang diperoleh di jermal. Hal ini akan
berakibat lebih jauh pada anak, bahwa anak tidak lagi mempunyai
keahlian apapun setelah mereka tidak lagi bekerja di Jermal

selama waktu yang cukup lama.*

*7 Abu Huraerab, Child Abuse (Kekerssan terhadap Anak) edisi revisi, h. 84

*8 ibid,
* ibid,
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4) Mempekerjakan Anak di Bawah Umur adalah Praktik Serupa
Eksploitasi Ekonomi
Berdasarkan pengertian pekerja anak, secara umum memang
pekerja anak bukan merupakan eksploitasi ekonomi selama memenuhi
unsur pengertian dari pekerja anak bukan sebagai tujuan mencari
nafkah dan memenuhi batasan jam kerja maksimal 3 jam per hari dan
terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan. Tetapi melihat
kenyataan dilapangan yang membuktikan munculnya pekerja anak
dikarenakan dua hal yaitu pertama faktor krisis ekonomi yang
menyebabkan kemiskinan melanda negara Indonesia yang sampai saat
ini belum bisa ditangani secara total yang memaksa tiap keluarga dari
sebagian besar penduduk harus mempunyai tenaga tambahan untuk
memenuhi sumber penghasilan keluarga. Dan yang kedua banyaknya
permintaan pasar yang menempatkan anak sebagai tenaga kerja
utama 'berperan menggantikan tenaga dewasa demi kepentingan
penekanan biaya produksi dan biaya pengeluaran perusahaan, yaitu
dengan hasil yang sama dengan jam kerja yang sama namun
mempunyai daya tawar yang berbeda untuk upah tenaga kerja untuk
anak-anak lebih rendah.
Maka pekerja anak dapat disebut sebagai praktik serupa

eksploitasi ekonomi karena hampir semua studi tentang pekerja anak
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membuktikan adanya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Dan
jelas munculnya pekerja anak dikarenakan kemiskinan yang berarti
tujuan anak bekerja adalah untuk mencari nafkah bukan tujuan
pendidikan sehingga unsur-unsurnya memenuhi unsur sebagai
tindakan eksploitasi ekonomi. Demikian pula faktor kedua karena
tingginya permintaan pasar, sehingga menyebabkan anak
dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi demi keuntungan ekonomi yang

juga merupakan tindakan eksploitasi ekonomi.

Kerugian yang Terjadi Akibat Pekerja Anak
Dalam pandangan ILO/IPEC, jika anak dibiarkan untuk
bekerja, akan menuai masalah yang luas dan kompleks, diantaranya:

a) Penyangkalan hak-hak dasar anak, yaitu hak untuk mendapatkan
pendidikan, bermain, dan hak mendapatkan perlakuan yang baik.

b) Tubuh anak masih terus berkembang dan belum terbentuk
sepenufinya. Pekerjaan tertentu dapat mengakibatkan kesehatan
yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan
tumbuh kembang anak terganggu.

¢) Anak-anak lebih mudah terkontaminasi senyawa kimia dan radiasi
berbahaya dibandingkan dengan orang dewasa.

d) Daya tahan tubuh anak rentan terhadap penyakit.

€) Anak-anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang terdapat
eksploitasi, berbahaya, merendahkan harga diri dan terisolasi.
Mereke sering kali mendapatkan perlakuan kasar, sewenang-
wenang dan diabaikan majikannya.

f) Anak-anak didorong memasuki dunia orang dewasa sebelum
waktunya. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengikuti
aktivitas-aktivitas yang penting untuk pertumbuhan mereka,
misalnya bermnain, bersekolah, bergaul dengan teman scbaya.
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Mercka tidak dibekali dengan pendidikan dasar Yang dibutuhkan
untuk kehidupan.

Sedangkan kerugian-kerugian jangka panjang yang ditanggung
masyarakat sebagai berikut:

a) Anask-anak tanpa pendidikan tidak memiliki kesempatan
mengubah nasibnya dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan
lfaktor pendorong masuknya anak ke dunia kerja, akan tetapi
bekerja pada usia dini menyebabkan mercka tetap miskin,
Kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan,

b) Anak-anak yang mulai bekerja pada usia dini, akan mengalami
kesehatan fisik yang rapuf, ketakutan dan matang sebelum
waktunya di masa yang akan datang.”'

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tent ang Perlindungan Anak
Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

13 Ayat 1 bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan:

Diskriminasi,

Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

Penelantaran,

Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

Ketidakadilan, dan
Perlakuan salah lainnya

RO QS b

:‘l’ Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi, h. 82
ibid, h. 83
52 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 13 Ayat 1
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Dalam huruf b disebutkan anak harus mendapat perlindungan dari
tindakan eksploitasi ekonomi. Dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 66 Ayat 2
Huruf ¢ disebutkan bahwa:

Pasal 66
1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau scksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangen yang berkaitan dengan perlindungan snak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,

C. Pelibatan berbagai instansi pemerintal, perusahaan, serikat pekerja,
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarskat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual,

3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut
serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).%

. Deklarasi Hak Anak-Anak

Hak-hak anak secara universal diakui dalam Deklarasi Hak Anak-
Anak (Declaration of the Right of the Child). Pada tanggal 20 November
1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan hak-hak
anak. Secara garis besar Deklarasi memuat asas-asas sebagai berikut:
a. Hak memperoleh perlindungan khusus,
b. Hak kesempatan dan fasilitas agar mereka dapat berkembang secara

sehat,

53 ibid, Pasal 66
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c. Hak memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,

d. Hak mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup,

e. Hak mendapat perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,

f. Hak memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.*

Dan Jika terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang
pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh
perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan (anak), kekejaman
dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk
diskriminasi,*

Berdasarkan asas-asas Deklarasi Hak Anak-Anak, tidak dibenarkan
berdasarkan dcklarasi ini mempekerjakan anak di bawah umur. Larangan
tersebut tertuang pada Asas 9 Deklarasi Hak Anak-Anak yang berbunyi:
Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman,
dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mercka tidak boleh menjadi bahan
perdagangan,

Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan
apapun tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan

kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi
perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka>®

Berdasarkan atas asas-asas deklarasi Hak Anak-Anak tersebut agar
disebarluaskan kepada berbagai kalangan dalam berbagai bahasa ke berbagai
Negara anggota. Penyebarluasan tersebut diberlakukan yang ditandatangani

oleh Majelis Umum PBB berbunyi:

:: Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Pelindungan Anak, h. 12
ibid, h. 12
% Majelis Umum PBB, Deklarasi Hak Anak-Ansk Asas 9
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Menganjurkan agar Negara pemerintah Negara anggota badan-badan khusus
yang berkepntingan, dan organisasi-organisasi nonpemerintah untuk
menyebarluaskan teks Deklarasi ini,

Mengharapkan Sekretaris Jenderal agar menyeberluaskan Deklarasi ini, dan
mengerahkan segala sarana yang berada dibawah wewenangn _’ya unt uk
menerbitkan dan menyebarluaskan teks ini dalam berbagai bahasa.’

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perdagangan Anak

Ketentuan mengenai larangan perdagangan anak pada dasarnya telah
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang
menentukan mengenai larangan perdagangan wania dan anak laki-laki belum
dewasa dan mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan
memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau
untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan UU perlindungan anak tersebut
tidak merumuskan pengertian perdagangan orang/anak secara tegas.
Disamping itu dalam KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak
sepadan dengan dampak yang di derita si korban akibat kejahatan
perdagangan orang.”® Hal diatas yang melatar balakangi dibentuknya UU RI
No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak .Pidana Perdagangan
Orang. Undang-undang ini juga merupakan salah satu upaya melindungi anak

dari eksploitasi ekonomi.

Umum

|b|d Bab Penyebarluasan Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB
8 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 1
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4. Perlindungan Anak dari Transplantasi Organ dan Pengambilan Organ Tubuh
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyebutkan:

Pasal 47
(1) Negars, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari
upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negars, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari
perbuatan:
a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa
memperhatikan kesehatan anak
b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak,dan
c. penelitian . kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek
penclitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan
kepentingan yang terbaik bagi anak.”

Namun secara umum perlindungan anak dari transplantasi organ dan
pengambilan organ tubuh selain diatur dalam undang-undang diatas juga
diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah
Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia,

dan juga dalam UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Keschatan.

5. Mempekerjakan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang
a. Usia Minimum untuk Dibolehkan Bekerja
Organisasi ILO (Intemational Labour Organization) adalah
Organisasi Ketenagakerjaan International. Indonesia merupakan salah
satu anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan International maka

semua keputusan-keputusan yang dibentuk berdasarkan atau atas nama

* UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 47
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Lembaga International tersebut, Indonesia sebagai Negara Anggota
berupaya menerapkan keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh
negara-negara anggota lainnya di bawah Organisasi ILO (nternational
Labour Organization).

Pada Konferensi Ketenagakerjaan International kelima puluh
delapan (ke-58) tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa telah disetujui Konvensi
ILO No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment
(Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
sebagai salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak.®° Konvensi
ini berisi tentang usia minimum dibolehkan untuk bekerja sehingga
mengharuskan setiap Negara Anggota ILO yang telah meratifikasi
menetapkan batas usia minimum untuk dibolehkan bekerja dengan
memberikan Pernyataan (dec/aration) yang harus dilampirkan pada
Konvensi yang telah disepakati oleh Negara Anggota ILO:

Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini, dalam suatu pernyatasn
yang dilampirkan pada ratifikasinya, harus menetapkan usia minimum
untuk diperbolehkan masuk kerja atau bekerja dalam wilayahnya dan
pada alat pengangkutan yang terdaflar dalam wilayahnyas, tergantung
pada Pasal 4 sampai 8 Konvensi ini, tidak seorang pun di bawah umur

yang ditetapkan di situ diperbolehkan masuk kerja atau bekerja dalam
suatu jabatan.

60 Penjelasan Atas UU RI No. 20 Tahun 1999 fentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo mengenai Usia Minimum
untuk Digerbo]ebkan Bekerja), Bab I Umum

' UU RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia
Minimum untuk Diperbolehksn Bekerja (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1999), Pasal 2 Ayat 1
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Indonesia melampirkan pernyataan (declaration) dalam bahasa
Inggris yang menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja 15
(lima belas) tahun:

In accordance with Article 2 Paragraph ! of the Con-vention, the
Government of the Republic of Indonesia hereby declares that the
minimum age for admission to employment is 15 (fifiteen) years.*

Untuk pernyataan dalam bahasa Indonesia berbunyi:

“Sesuai dengan Pasal 2 ayat | Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia
dengan ini menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja adalah 15 (lima belss) tahun.™

Kemudian pada tanggal 7 Mei 1999 disahkan UU No. 20
mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja oleh Presiden Republik Indonesia
Bacharuddin Jusuf Habibie. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 tersebut
menjadikan Konvensi ILO No. 138 resmi diberlakukan sebagai Undang-
Undang di Indonesia. Namun lebih terperinci dalam pokok-pokok
konvensi disebutkan dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan,

kesehatan, dan moral batas usia minimum untuk bekerja anak adalah 18

(delapan belas) tahun namun untuk pekerjaan-pekerjaan ringan tidak

62 Lampiran UU RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo mengenai Usia Minimum
zmtulegerboIebkan Bekerja) oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie

ibid,
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boleh kurang dari 16 ( enam belas) tahun.® Dengan adanya pengesahan
Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum untuk
Diperbolehkannya Bekerja merevisi Konvensi mengenai usia minimum
disemua sektor berdasarkan pada Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Konvensi

ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkannya Bekerja

b. Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Usaha Keluarga
Di Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan Indonesia
tidak lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di Indonesia
membutuhkan peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait
dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak buruh, hak asasi manusia,
dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia perburuhan
demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis. Pada
tanggal 25 Maret 2003 disahkan UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan
oleh Presiden Megawati Sockarnoputri.®> Dalam UU RI No. 13 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan:
Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
Pasal 69

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan
bagi anak yangberumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15

o4 Penjelasan Atas UU RI No. 20 Tahun 1999 fentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi mengenai Usia Minimum unt uk
Diperbolehkan Bekerja, Bab [V Pokok-Pokok Konvensi

% UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembar Pengesahan Presiden RI oleh
Megawati Soekarnoputri
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(fima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,

2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1zin tertulis dari orang tua atau wali,

Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam,

Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

Keselamatan dan kesehatan kerja,

Adanya hubungan kerja yang jelas, dan

Menerima upah sesuai dengan ketentuvan yang berlaku.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, £ dan g
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.%®

RR MRS &

Anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha dalam usia 13 samapi 15
tahun dengan ketentuan-ketentuan diatas. Dan anak diperbolehkan bekerja

dalam usaha keluarganya dengan atau tanpa perjanjian yang jelas.

% UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68 dan 69
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ANALISIS TERHADAP KONSEP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK
DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis tentang Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Pasal 13 UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi dasar dalam
menentukan batasan anak di bawah umur. Anak di bawah umur dalam Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai batasan
ketika anak di bawah umur 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan. Hal
ini penting karena ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam menentukan batasan tidak bertentangan dengan
ratifikasi terhadap Konvensi ILO tentang batas minimum usia diperbolehkannya
bekerja yaitu 15 tahun,
Batasan yang diberikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dapat menyempurnakan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang membolehkan anak bekerja usia 13-15 tahun. Pada
praktiknya mempekerjakan anak serupa dengan eksploitasi ekonomi dan dengan

batasan anak di bawah umur adalah 18 tahun maka jika terjadi masalah dalam

67
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dunia kerja kaitannya dengan eksplotasi ekonomi anak, UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dapat menjangkau permasalahan tersebut.

Istilah eksploitasi anak secara umum segala tindakan yang mengandung
unsur dan juga mengakibatkan adanya nilai memanfaatkan anak-anak, oleh
karenanya batasan eksploitasi ekonomi harus jelas, mengingat eksploitasi terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu eksploitasi seksual anak dan eksploitasi ekonomi anak.
Berdasarkan pengertiannya kedua istilah tersebut dibedakan, akan tetapi pada
hakikatnya keduanya saling berkaitan.

Pengertian eksploitasi seksual anak secara khusus eksploitasi yaitu
tindakan atau perbuatan memperalat, memeras atau mengambil manfaat organ
tubuh dan/atau seksual anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai seksual)
untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Namun untuk pengertian
cksploitasi seksual dalam bentuk yang lain sudah meluas menjadi atau
mempunyai pengertian cksploitasi ekonomi anak misalnya tindakan atau
perbuatan eksploitasi seks komersial anak yang artinya tindakan atau perbuatan
memperalat, memeras atau mengambil manfaat organ dan/atau seksual anak
untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Maka eksploitasi seks komersial anak juga termasuk dalam eksplotasi
ekonomi anak karena terdapat unsur untuk memperoleh nilai ekonomi. Oleh

karenanya dalam posisi hukum ketentuan mengenai eksploitasi seksual dan
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eksploitasi ekonomi tidak dibedakan, keduanya masuk dalam satu pasal yaitu
Pasal 13 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya
Untuk mengetahui praktik-praktik serupa eksploitasi ekonomi anak, perlu
memberikan batasan mengenai definisi dan bentuk eksploitasi ekonomi anak.

Definisi eksploitasi ekonomi anak secara umum dapat diartikan tindakan
atau perbuatan memperalat, memeras atau mengambil manfaat (organ tubuh
dan/atau seksual, jasa atau kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan
(nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan
golongan dan secara khusus eksploitasi ekonomi anak diartikan sebagai tindakan
atau perbuatan memperalat, memeras atau mengambil manfaat (jasa atau
kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang
lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Bentuk-bentuk tentang eksploitasi ekonomi anak jika didasarkan kepada
pengertian eksploitasi ekonomi anak secara umum dan khusus maka diantara
bentuk-bentuk eksploitasi yang terdiri dari perbudakan anak, perdagangan anak,
ketja paksa atau pelayanan paksa oleh anak, dan mempekerjakan anak, yang
masih mempunyai pengertian sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual anak
adalah perdagangan anak. Perdagangan anak dapat berarti eksploitasi seksual
anak dan dapat berarti eksploitasi ekonomi anak karena perdagangan anak
dilakukan untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu keuntungan yang bernilai

seksual dan juga untuk tujuan keuntungan yang bernilai ekonomi.
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Kemudian bentuk perbudakan dan kerja paksa keduanya memang
merupakan eksploitasi ekonomi namun namun pada praktiknya merupakan
bentuk klasik dari perdagangan anak dan mempekerjakan anak.

Mengenai praktik-praktik yang serupa dengan eksploitasi ekonomi anak
diantara bentuk-bentuk yang masuk dalam eksploitasi ekonomi diatas yaitu
bentuk mempekerjakan anak karena bentuk mempekerjakan anak yang diakui
Undang-undang mempunyai arti eksploitasi ekonomi anak adalah kerja paksa
atau pelayanan paksa. Dan juga mempekerjakan anak pada hakikatnya
diperbolehkan (bukan eksploitasi) sepanjang tidak ada unsur pemaksaan. Namun
ukuran ini tidak menjamin anak-anak mendapatkan haknya dalam kehidupan
sehari-hari karena ketika anak bekerja (sendiri, dalam usaha keluarga atau dalam
perindustrian) hak-hak anak tidak dipenuhi dan anak-anak berada dalam keadaan
terancam keschatan, mental dan jiwanya yaitu berada dalam kondisi berbahaya,
Terdapat 2 (dua) batasan pengertian tindakan mempekerjakan anak dikatakan
sebagai eksploitasi ekonomi anak yaitu:

1. Didasarkan pada peraturan ketenagakerjaan maka batasan terhadap nilai
eksploitasi ekonomi anak sendiri bergantung pada unsur-unsur yang terdapat
di dalamnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan
pengusaha boleh mempekerjakan anak di bawah umur 13-15 tahun dalam
pekerjaan ringan dengan syarat izin tertulis dari orang tua atau wali,

perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja
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maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu
waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja
yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan
di atas huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha
keluarganya.' Jadi anak boleh bekerja dglam usaha keluarga walaupun tidak
ada kejelasan dalam hubungan kerja dan selama unsur-unsur di atas tidak
dipenuhi makakmempekerjakan anak merupakan eksploitasi ekonomi.

2. Kedua, batasan yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak
anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan
anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak dan dalam
hal itu dapat disebut dalam nafkah (kebutuhan pokok) anak. Jadi singkatnya
batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai eksploitasi ekonomi
ketika anak bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa
tersebut merupakan eksploitasi ckonomi anak. Jika anak bekerja selain untuk
tujuan kemiskinan untuk mencukupi kebutuhan misalnya untuk pendidikan
dan pelatihan dalam Instansi pemerintah maka bukan termasuk eksploitasi
ekonomi anak.

Penulis sepakat untuk menjamin kelangsungan hak-hak anak

diperbolehkan mempekerjakan anak dan tidak termasuk sebagai eksploitasi

' UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 63-69



72

ekonomi anak ketika bekerja anak tidak berada dalam keadaan yang terancam
fisik, jiwa dan mentalnya dan tidak untuk mencari nafkah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak dieksploitasi secara ekonomi
dapat mengambil dari faktor-faktor anak berada dalam keadaan diperdagangkan
dan dipekerjakan. Hal ini disebabkan dalam kondisi dieksploitasi dalam berbagai
bentuk diperdagangkan misalnya, anak selalu berakhir dalam kondisi
diharuskannya anak bekerja (scksual maupun ekonomi). Jadi faktor-faktor yang
mempengaruhi adalah keadaan anak yang lemah dan rawan terhadap
perlindungan diri, seorang anak memiliki kondisi fisik yang mendukung adanya
eksploitasi ekonomi anak dan juga faktor kebutuhan ekonomi masyarakat dan
permintaan pasar dalam dunia perdagangan dan permintaan dunia industri yang
tinggi. Selain itu biaya produksi dapat ditekan dikarenakan nilai tawar anak
rendah dan tidak banyak menuntut., Faktor yang juga menentukan adalah
lemahnya kapasitas aparat dan penegak hukum.,

Pokok pikiran tentang diberlakukannya larangan eksploitasi ekonomi
anak oleh Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dikembalikan kepada penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila
dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi,

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
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perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.? Jadi larangan
ckploitasi anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak
dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak-anak untuk menjamin
terpenuhinya prisip dasar konvensi hak-hak anak.

Kontribusi yang diberikan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak telah memberikan ketentuan tentang penanggulangan masalah eksploitasi
anak. Dalam Pasal 66 Ayat 2 Huruf ¢ telah diatur pencegahan eksploitasi
ekonomi dilakukan dengan pelibatan anak dalam Instansi Pemerintah dan Serikat
pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam undang-undang tersebut memang
menjangkau perlindungan dari seluruh segi termasuk mengatur tentang pekerjaan
terburuk anak. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan perlindungan
terhadap eksploitasi ekonomi anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan
keluarga.

Namun begitu walaupun Undang-undang ini memenuhi perlindungan
terhadap berlakuknya ekploitasi ekonomi anak secara umum namun mengenai
perlindungan terhadap praktik-praktik serupa cksploitasi ekonomi anak masih
terlalu minim dan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus tentang

batasan bentuk-bentuk eksploitasi anak.

? UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungsn Ansk, Pasal 2
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B. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Pasal
13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
1. Analisis Hukum Islam tentang Konsep Eksploitasi Ekonomi
Perlindungan anak dalam undang-undang Perlindungan Anak dalam
hal eksploitasi ekonomi anak diatur dalam pasal 13 UU No 23 tahun 2002,
perlindungan dari eksploitasi ekonomi ditekankan pada konsep hak-hak yang
harus diterima anak. Jadi Undang-Undang Pelindungan Anak menghendaki
dengan dilarangnya eksploitasi ekonomi anak maka anak juga akan terjamin
kehidupan ekonominya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar
konvensi hak-hak anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi
anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. penghargaan
terhadap pendapat anak.
Dalam al-Quran surat a/-Isra Ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup,
tumbuh dan berkembang. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar UU No. 23
Tahun 2002 perlindungan anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu
hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang
masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak
dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak). Dijelaskan dalam al-
Quran surat a/-Anfal Ayat 27 bahwa kita dilarang mengkhianati Allah SWT

dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini
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didukung al-Quran surat a/-Anfal ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir a/-
Azhar bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan
sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masayarakat untuk
menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Dan hal ini juga sesuai dengan
prinsip dasar konvensi UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yaitu tentang kepentingan yang terbaik bagi anak.
. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak di Bawah
Umur tentang Relevansi Hukum Dilarangnya Eksploitasi Ekonomi kepada
Anak dengan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang
tindakan eksploitasi ekonomi kepada anak di bawah umur:

Pasal 13

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:

Kriminasi

Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Penelantaran

Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Ketidakadilan, dan

Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tus, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman.?

O S o

Tindakan eksploitasi ekonomi kepada anak dibawah umur yaitu

~ tindakan memperalat, memeras, mengambil manfaat (ekonomi) anak untuk

3 ibid, Pasal 13
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mendapatkan keuntungan (nilai ekomonis) untuk kepentingan pribadi,
keluarga atau golongan sehingga mengakibatkan anak anak berada dalam
posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya. Oleh karenanya eksploitasi
ekonomi anak dilarang,

Di dalam wsu/ figh dikenal istinbat hukum untuk menjaga
kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang menggunakan nilai
kemaslahatan (kebaikan) untuk menetapkan suatu hukum yaitu mas/abah
mursalah yang mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga
hak-hak manusia. Hal ini dapat menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah
(pelaggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu
prinsip “maslahah darurivali’. Maslahah daruriyah adalah perkara-perkara
yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan,
maka rusaklah kehidupan, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara
tersebut dikembalikan kepada lima prinsip dasar hukum Islam yaitu agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jadi untuk menentukan apakah suatu
tindakan dalam kehidupan masyarakat diperbolehkan atau diharamkan
tergantung kepada kemaslahatan yaitu lima prinsip dasar. Jika akibat dari
perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

pihak tertentu maka perbuatan tersebut diharamkan. Jika tidak
| membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka

diperbolehkan.
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Eksploitasi ekonomi anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam
masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan
mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip
maslahah daruriyah yaitu membahayan jiwa anak di bawah umur, dan juga
tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya
perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu
membahayakan keturunan. Maka tindakan eksploitasi kepada anak dilarang
menurut hukum Islam.

Dilarangnya eksploitasi ekonomi anak di bawah umur sesuai dengan
larangan yang diberikan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam eksploitasi ekonomi anak dilarang
atas dasar mas/abah mursalah yang membahayakan jiwa anak dan
membayahakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.
Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
melarang eksploitasi ekonomi anak sebagai upaya untuk menjaga dan
melindungi hak-hak dasar yang melekat pada anak di bawah umur.

. Analisis Hukum Islam tentang Tindakan Mempekerjakan Anak di Bawah
Umur Berkaitan dengan Praktik Serupa Eksploitasi Ekonomi Anak

Tinjuan hukum Islam tentang bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi

anak kaitannya dengan praktik serupa dengan eksploitasi anak, hal mengenai

mempekerjakan anak sebagai tindakan eksploitasi ekonomi anak dibatasi
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dengan konsep tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah juga sesuai dengan
konsep hukum Islam. Mempekerjakan anak pada hakekatnya dibolehkan
namun menjadi terlarang menurut undang-undang ketika termasuk sebagai
cksploitasi ekonomi dan ini dibatasi jika anak berada dalam keadaan
terancam jiwa, fisik dan mentalnya dengan tidak terpenuhinya kebutuhan
nafkah.

Al-Quran surat Lugman Ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah
orang tua maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu
(bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut Islam. Namun kewajiban orang tua
adalah memberi nafkah. Hal ini didasarkan kepada al-Quran surat al-Bagarah
ayat 233, orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi
nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara’
(hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa
perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak Jika orang tua tidak
memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah
(wajib)

Islam mewajibkan kita meninggalkan “larangan-larangan syara
(hukum Islam)’”, yang berarti mengerjakan “larangan-larangan syara (hukum
Islam)” adalah kejahatan atau pelanggaran. Larangan-larangan syara (hukum
Islam) adalah perbuatan apabila perbuatan tersebut dilakukan mempunyai

konsekuensi membayahakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda,
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Menurut Abdul Qadir Audah (pengarang kitab A¢-Tasyri Al Jina’i Al
Islamy) bahwa “larangan-larangan syara” mempunyai dua pengertian:

a. Larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang
oleh hukum Islam, dan jika dilakukan akan membahayakan agama, jiwa,
akal kehormatan dan harta benda. Misalnya Islam melarang meminum
minuman keras maka jika minum minuman keras maka hal tersebut
merupakan kejahatan atau pelanggaran

b. Larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya larangan
meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan (hukum
Islam) harus dikerjakan. Atau jika ditinggalkan akan membahayakan
agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Misalnya diamnya
seorang ibu yang diwajibkan atas bayinya untuk menyusui adalah
dilarang, atau diamnya orang tua yang diwajibkan untuk memberikan
nafkah atas anaknya juga dilarang.

Jadi tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya
kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua
yang diwajibaan untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan
amanat yang dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang
tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka
hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Singkatnya

menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh
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bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan
keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar
tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak sesuai dengan konsep dilarangnya
mempekerjakan anak ketika anak berada dalam keadaan terancam jima, fisik
dan mentalnya dengan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sebagai tindak
cksploitasi ekonomi anak yang dilarang oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi ekonomi anak secara khusus adalah tindakan atau perbuatan
memperalat, memeras atau mengambil manfaat (jasa atau kemampuan) anak
untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Faktor penyebab terjadinya
eksploitasi ekonomi anak adalah keadaan fisik anak yang rawan eksploitasi
ekonomi dan faktor permintaan pasar yang tinggi, juga lemahnya kapasitas
para aparat dap penegak hukum. Pokok pikiran larangan eksploitasi ekonomi
anak oleh Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk
melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kontribusi yang
diberikan undang-undang berupa ketentuan penanggulangan eksploitasi
ekonomi anak dan juga perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi anak yang
dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah.

2. Prinsip UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan
atas konvensi hak anak. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat al-Isra ayat 31
yang menjelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang,.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki

81
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adanya perlindungan anak. Ketentuan ini sesuai dengan al-Quran surat al-
Anfal ayat 27. Eksploitasi ekonomi anak di bawah umur dalam keluarga atau
masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan
mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan maslahah
mursalah yang menggunakan prinsip masiahah daruriyah yaitu membahayan
jiwa anak di bawah umur, dan juga mengakibatkan terhambatnya
perkembangan anak sebagai generasi penerus yaitu membahayakan
keturunan. Maka tindakan eksploitasi ekonomi kepada anak dilarang menurut
hukum Islam.
B. Saran

1. Orang tua dan masyarakat dalam mengemban kewajiban memelihara dan
mendidik anak hendaknya tidak membiarkan berada dalam situasi berbahaya
dengan memasukkan anak dalam dunia industri atau dunia kerja karena dunia
kerja bagi anak merupakan praktik serupa eksploitasi ekonomi anak.

2. Pemerintah hendaknya lebih banyak memberikan fasilitas-fasilitas, sarana
prasarana untuk menanggulangi terjadinya eksploitasi ekonomi anak atau
praktik-praktik serupa eksploitasi ekonomi anak dengan membuka banyak

tempat pendidikan dan pelatihan kerja.
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